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BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

4.1.1 Proses Akuisisi PT. BPR Sumber Dhana Makmur Menjadi PT. BPR 

Akasia 

 Proses akuisisi yang ada dilakukan secara bertahap karena adanya 

pembenahan pada tubuh PT.BPR Sumber Dhana Makmur termasuk struktur 

organisasi, permodalan, perjanjian kredit dengan nasabah diperbaiki sehingga 

pengikatan perjanjian secara hukum kuat. Maka dipandang  perlu adanya legal 

audit untuk memutuskan apakah keputusan PT.BPR Akasia mengakuisisi PT.BPR 

Sumber Dhana Makmur dilakukan. 

4.1.2   Kendala Dalam Proses Akuisisi 

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Utama PT. BPR Sumber Dhana 

Makmur, Drs.Tri Riyanto WS ternyata proses akuisisi yang dilakukan oleh Bank 

PT. BPR Akasia sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. Juga berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu ditinjau dari 

PBI Nomor 8/26/PBI/2006. Jadi, Proses akuisisi yang ada sudah selesai namun 

ada beberapa kendala dalam akuisisi yaitu: proses akuisisi yang berlangsung lama 

karena prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga menyebabkan 

biaya yang dikeluarkan semakin banyak dan proses akuisisi sangat mahal karena 

membentuk suatu perusahaan yang bisa bersaingdi pasar adalah tidak mudah juga 
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manajemen pengakuisisi dengan manajemen terakuisisi berbeda jauh sehingga 

dibutuhkan proses yang lama agar adanya koordinasi yang baik. 

4.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang ada maka penulis dapat memberikan masukan 

dan saran sebagai berikut : 

1. Proses akuisisi yang ada dapat mempengaruhi kinerja perusahaan asalkan 

akuisisi PT. BPR Sumber Dhana Makmur menerapkan prinsip good 

governence atau tata kelola perusahaan sehingga PT. BPR Sumber Dhana 

Makmur memiliki manajemen yang terarah  

2. Penyelesaian masalah secara hukum bisa diatasi apabila PT. BPR Sumber 

Dhana Makmur mempunyai suatu tim yang di buat untuk secara khusus 

menangani masalah hukum yang ada  

3. Tidak hanya prinsip good governence yang diterapkan tetapi aspek sumber 

daya manusia juga harus diperbaharui agar tingkat pengetahuan 

karyawannnya dapat memajukan perusahaan dengan cara memberikan 

pelatihan bagi karyawan PT.BPR Sumber Dhana Makmur 

4. Membuat suatu standar operasional prosedur dimana menguraikan proses 

penyelesaian kredit macet, bagaimana mengatasi nasabah wanprestasi, dan 

adanya alur dokumen yang jelas agar tidak terjadi kelalaian dalam 

pengikatan kredit  

5. Perlu adanya pengawasan yang secara menyeluruh dari permodalan, 

struktur, dan profesionalisme yang menunjang aktifitas bank tersebut 
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6.  Juga perlu adanya perjanjian hukum yang kuat agar debitur atau nasabah 

yang melaksanakan proses kredit apabila wanprestasi bisa dilelang barang 

yang menjadi jaminannya.  

7. Harus selalu adanya kekompakan dalam manajemen perusahaan 

maksudnya karyawan yang lama dan baru saling membantu bukan saling 

menjatuhkan 
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